BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan penjelasan bab-

bab terdahulu dari penulisan skripsi yang berjudul “ Peranan Fiskus Pada

Kantor Pelayan Pajak Pratama Padang Satu Dalam Pemungutan Pajak

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang fiskus dalam pemu gutan pajak
penghasilan. Tugas fiskus secara umum merupakan sebagai badan
pengawasan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat atau wajib
pajak, sebagai fungsional pemeriksaan petugas pemeriksaan pajak adalah
pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak, selain pejabat
fungsional pemeriksa pajak, yang ditunjuk oleh kepala kantor yang diberi
tugas wewenang dan tangung jawab oleh Direktorat Jendral Pajak untuk
melaksanakan pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang
KUP. Fungsional pemeriksaan memiliki jangka waktu sesuai dengan
sebagaimana yang di maksud dalam angka 4 hurud (a) angka (1) huruf (a)
dan (e) paling lama dua bulan dengan jangka waktu pembahasan paling
lama dua bulan. Pelayanan masyarakat atau pelayanan terpadu dimana
fiskus memberikan pelayanan terhadap semua wajib pajak. Adapun Tugas
dan kewenangan fiskus diantaranya :

a. Menerbitkan surat ketetapan pajak

b. Menerbitkan surat tagihan pajak
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c. Menerbitkan keputusan

d. Melakukan pemeriksaan

e. Melakukan penyegelan

f. Mengangkat Pejabat Untuk Melaksanakan Perturan Perundang-
Undangan Perpajakan

. Kendala-kendala yang dihadapi fiskus dalam melakukan pemungutan pajak

penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

antara lain :

a. Kurang konsisten data pajak penghasilan yang dilaporkan wajib pajak
karna system pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 bersifat final atau kejujuran dari wajib pajak.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosenkwensi yang akan
dihadapi bagi wajib pajak yang memanipulasikan data penghasilan yang
dilaporkan kepada petugas pelayanan pajak.

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang cara pembayar pajak
penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
terdapat tiga saluran pembayaran yaitu dengan cara langsung kekantor
atau stand pajak (SPT tahunan), jalur pos, dan jalur online.

d. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap sanksi-sanksi
administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan
pelangaran atau penipuat dari penjumlahan neto perbulan dari hasil

usaha.

54

UNIVERSITAS BUNG HATTA



3. Upaya-upaya yang dilakukan fiskus dalam menghadapi kendala-kendala
yang mereka temui dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara
lain adalah sebagai berikut :

a. Upaya Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur perpajakan
b. Surat Himbauan
c. Visit
1) Meminta penjelasan atas data atau keterangan dalam rangka
penggalian potensi
2) Memutahirkan data perpajakan sesuai dengan kenyataan sebenarnya
3) Memberikaan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan
konsultasi pajak kepada wajib pajak
4) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala kantor
d. Pemeriksaan Pajak
1) Pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan lapangan dilakukan ditempat tinggal, tempat usaha, atau
tempat bekerja wajib pajak serta tempat lain yang diangap perlu.
2) Pemeriksaan kantor
Pemeriksaan kantor dilakukan diKantor Direktorat Jendral Pajak atau
Kantor Pelayanan Pajak.
e. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap
Negara. Setiap wajib pajak yang melangar ketentuan yang sudah

ditetapkan akan diberikan teguran atau himbauan terhadap wajib pajak
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yang melangar ketentuan, telat pembayaran pajak maupun memalsukan
data pajak penghasilannya kepada kantor pelayanan pajak
B. Saran

Pada bagian terakhir ini penulis mengajukan beberapa saran dengan harapan

bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait

dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga mencapai kemajuan yang
diharapkan. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Agar fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu semakin
aktif mensosialisasikan tentang kebijakan pemerintah dalam penurunan tarif
pajak penghasilan.

2. Perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh fiskus pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Padang Satu dengan masyarakat untuk menimbulkan minat
masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk
mendaftarkan usahanya untuk dikenai pajak penghasilan PPh 21.

3. Agar fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu lebih
menjelaskan lagi kepada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak
yang berlaku, memanipulasi data penghasilannya yang dilaporkan tidak
sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya akan dikenakan sanksi

administrasi.
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